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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan perkawinan 

di bawah umur terhadap ketahanan Keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa 

Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu dipengaruhi 

oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang berkembang dalam 

masyarakat. Pembentukan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di 

bawah umur tidak hanya ditentukan oleh usia saat menikah, tetapi juga oleh 

dukungan keluarga besar, kuatnya hubungan kekerabatan, pembagian peran 

dalam rumah tangga, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi, serta 

internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa dalam konteks masyarakat Desa Talang Jambu, ketahanan keluarga 

terbentuk melalui interaksi antara faktor individu, keluarga, dan lingkungan 

sosial yang saling mendukung. 

2. Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa 

Talang Jambu tercermin dari kemampuan mereka dalam mempertahankan 

keberlangsungan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, 

pembagian peran yang seimbang, komunikasi antaranggota keluarga, 

dukungan keluarga besar, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan 

keagamaan masyarakat. Meskipun pasangan menikah pada usia di bawah 

ketentuan hukum positif, sebagian besar informan mampu melakukan adaptasi 

terhadap berbagai tantangan kehidupan rumah tangga sehingga tetap dapat 

membangun keluarga yang relatif stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa 

ketahanan keluarga dalam masyarakat Desa Talang Jambu dipengaruhi oleh 
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keterpaduan antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

3. Analisis terhadap Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang 

Jambu dalam perspektif maslahah mursalah menunjukkan bahwa praktik 

tersebut mengandung unsur maslahah dan mafsadah yang harus ditimbang 

secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī’ah). 

Berdasarkan pengukuran menggunakan indikator maslahah mursalah dan 

klasifikasi tingkatan maslahat menurut para ulama ushul fikih, praktik tersebut 

tidak memenuhi kriteria maslahah darūriyyah, karena tidak berkaitan secara 

langsung dengan perlindungan lima kebutuhan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-

khams) yang apabila ditinggalkan mengakibatkan kerusakan mendasar bagi 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik tersebut juga tidak dapat 

dikategorikan sebagai maslahah taḥsīniyyah, karena tujuan yang hendak 

dicapai tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan akhlak atau etika, 

melainkan menyangkut upaya mengatasi kesulitan sosial yang dipahami 

masyarakat dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Pelaksanaan 

perkawinan di bawah umur dalam konteks Desa Talang Jambu lebih tepat 

dikategorikan sebagai maslahah ḥājiyyah, yaitu kemaslahatan yang menurut 

masyarakat berfungsi mengurangi kesulitan dan menjaga keteraturan 

kehidupan sosial, namun tetap harus ditimbang dengan potensi mafsadah, 

prinsip perlindungan anak, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai legitimasi terhadap 

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur, melainkan sebagai penjelasan 

akademik mengenai cara kerja konsep maslahah mursalah dalam membaca 

realitas sosial masyarakat secara kontekstual. 

 
B. IMPLIKASI 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis, praktis, dan 

kebijakan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, yaitu sebagai 

berikut: 



143 

 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memperkuat penggunaan maslahah mursalah sebagai 

pendekatan analisis dalam hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi 

pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. 

Melalui pengukuran berdasarkan indikator maqāṣid al-syarī’ah dan tingkatan 

maslahat menurut para ulama ushul fikih, penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu lebih tepat 

dipahami sebagai maslahah ḥājiyyah, sehingga memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kajian maslahah mursalah dalam konteks hukum keluarga Islam 

di Indonesia. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga 

tidak hanya bergantung pada usia saat menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh 

dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, pendidikan, serta pembinaan 

keagamaan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan melalui 

sinergi antara keluarga, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan lembaga 

terkait agar masyarakat memperoleh pendampingan yang memadai dalam 

mempersiapkan kehidupan berkeluarga.  

3. Implikasi Sosial 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian persoalan 

perkawinan di bawah umur memerlukan pendekatan yang tidak hanya 

menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan 

budaya masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan 

hendaknya mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif tanpa 

mengabaikan perlindungan anak serta ketentuan hukum positif yang berlaku. 

 

C. SARAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah 

umur terhadap ketahanan keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa Talang 
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Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, maka peneliti memberikan 

beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai 

pentingnya kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki 

kehidupan perkawinan. Nilai-nilai positif yang telah berkembang di Desa Talang 

Jambu, seperti gotong royong, musyawarah keluarga, tanggung jawab bersama, dan 

kepedulian sosial perlu dipertahankan sebagai modal sosial dalam membangun 

ketahanan keluarga. Namun demikian, nilai-nilai tersebut hendaknya berjalan 

seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak, 

keberlanjutan pendidikan, serta kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan 

rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat 

Tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa diharapkan terus 

memperkuat sinergi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui 

pendidikan keluarga, bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta 

penyelesaian persoalan keluarga secara persuasif dan edukatif. Pendekatan tersebut 

diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif sekaligus 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, 

kesiapan berkeluarga, dan tujuan perkawinan dalam perspektif hukum Islam 

maupun hukum positif Indonesia. 

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan, serta 

instansi terkait diharapkan meningkatkan program edukasi mengenai ketahanan 

keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan pranikah, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan di bawah 

umur hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sehingga tujuan perlindungan 
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anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan realitas sosial yang berkembang di 

masyarakat.. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian dengan karakteristik 

sosial budaya yang khas sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk 

seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mengembangkan kajian mengenai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan 

menggunakan lokasi, pendekatan, maupun perspektif yang berbeda, seperti 

psikologi keluarga, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum adat, maupun 

kajian maqāṣid al-syarī’ah secara lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga 

diharapkan dapat memperkaya kajian maslahah mursalah melalui pendekatan 

interdisipliner sehingga menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang lebih 

responsif terhadap dinamika masyarakat.  
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